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PERPUSTAKAAN

Pembungkaman

Merusak
Demokrasi

Teror terhadap panitia diskusi di Fakultas Hukum UGM
adalah pelanggaran serius atas kebebasan berekspresi.
Hal ini bisa semakin menurunkan kualitas demokrasi

jika tidak diantisipasi.

JAKARTA, KOMPAS — Kcbebasan
berpendapat merupakan salah
satu hak asasi manusia yang
dijamin sepenuhnya oleh kon-
stitusi. Pembungkaman terha-
dap kemerdekaan berpenda-
pat dan berpikir bisa merusak
demokrasi,

Untuk itu, atas nama hu-
kum dan demokrasi, polisi
perlu mengusut  pihak-pihak
yang berupaya mengekang ke-

berekspresi melalui
teror dan intimidasi,

Kasus terakhir menimpa
panitia dan narasumber dis-
kusi “Persvalan Pemecatan
Presiden di Tengah Pandemi
Ditinjau tlaﬂ Shﬂum Ketata-
negaraan” sedianya
diu-lmmmknn oleh Consti-
tutional Law Society Fakultas
Hukum Universitas Gadjah
l?:llluh. Yogyakarta, pekan

u

kemunduran di beberapa sek-
tor (Kompas, 27 Mei 2020),
Dalam indeks demokrasi
yang dirilis The Economist
Intelligence Unit pada 2019,
indeks demokrasi Indonesia
hanya 648 dan menduduki
peringkat ke-64 dari 167 ne-
gara, lebih rendah daripada
Timor Leste (7,6) dan Filipina
(6,64). Indonesin masuk da-
lam kategori demolkrasi tak
sempurna atau flawed demo-
eracy.
Sementara berdasarkan ri-
lis The V-Dem Institute dan
Badan Pusat Statistik (BPS),
kebebasan  masyarakat  sipil
menjadi salah satu pendorong
kemunduran demokrasi. Ber-
dasarkan catatan BPS tahun
2018, variabel kebebasan ber-
pendapat menjadi yang teren-
dah dalam indeks demokrasi
|mln aspek kebebasan  sipil,
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panitia  karena  adanya
intimidasi  melalui  telepon,
pesan singkat, bahkan ancam-
an langsung ke rumah salah
seorang panitia. Oknum pe-
neror menilai diskusi itu ber-
bau makar.

Ketua Dewan Pertimbang-
an Majelis Ulama Indonesia
Pusat Din Syamsuddin, Senin
(1/6/2020), dalam diskusi da-
i ) kebel

e nyaris menyentuh ka-
ri buruk,

Komitmen negara
Komisioner Komisi Nasio-
nal HAM, Beka Ulung Hap-
sara, menyampaikan, komit-
men demokrasi negara diper-
tanyakan jika teror, intimidasi,
dan ancaman kekerasan masih
terus terjadi. Kasus teror dan
intimidasi yang terjadi bela-

ng w
merupakan hal sakral yang
melekat pada manusia, ter-
masuk kebebasan berpenda-
pat. Jaminan akan kebebasan
itu, menurut dia, dipahami ju-
ga oleh para pendiri bangsa
yang men| dalam

kangan ini sangat berpotensi
mengancam  kebebasan  sipil
WIS negari

Tak hanya kasus diskusi di
FH UGM, Komnas HAM juga
mencatat  adanya  peristiwa
teror dan ancaman terhadap
Jurnalis yang memberitakan

Pasal 28 UUD 1945, agenda Presiden Joko Widodo

Kasus teror tersebut kian  di Bekasi, Jawa Barat, dan kri-

perlihatkan adanyn ke- minalisasi kritik terhadap ke-
munduran demokrasi di In-  bijal

donesia.  Lithang  Kompas
mencatat, dalam 15 tahun ter-
akhir, demokrasi Indonesia

ij negara,

“Komnas HAM mendesak
Kapolri untuk memerintah-
kan Kapolda DIY mengusut

dan gkap pelaku teror

serta pengancaman terhadap
panitia diskusi di Fakultas Hu-
kum Universitas Gadjah Ma-
da. Hal ini penting dilakukan
supaya tindak pidana serius
seperti itu tidak terulang” ka-
ta Beka,

Seruan serupa juga disua-
rakan DPR yang menyayang-
kan masih munculnya kasus
teror dan intimidasi yang
mengganggu kebebasan ber-
ckspresi di cra demokrasi. Ke-
tua Komisi 111 DPR dari Fraksi
PDI-P Herman Herry menga-
takan, kebebasan berpendapat
atau berdiskusi dijamin un-
dang-undang. Terlebih diskusi
itu dilakukan dalam forum
akademis,

Terkait dengan hal tersebut,
Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keaman-
an Mahfud MD mengatakan
telah meminta Polri agar sege-
ra mengusut pelaku teror. Ia
Jjugn menyarankan panitia dan
calon narasumber diskusi me-
lapor agar ada informasi untuk
melacak identitas dan jejak
digital peneror,

Menurut Mahfud, tidak ada
yang salah dengan diskusi ter-
schut, Diskusi terschut ingin
menegaskan bahwa presiden
tak bisa dijatuhkan hanya ka-
rena kebijokan terkait Co-
vid-19. "Namun, ada yang sa-
lah paham karena belum
membaca ToR (term of refe-
rence) dan hanya membaca
judul sehingga kisruh," ujar
Mahfud.

Sementara itu, Dekan Fa-
kultas Hukum UGM Sigit Ri-
yanto mengatakan, diskusi il-
mish itu merupakan inisiatif
mahasiswa bidang hukum tata
negara, Tema tersebut juga re-
levan dengan mata kuliah ilmu
hukum tata negara yang di-
pelajari mahasiswa,
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